
 

 
 

ABSTRAK 

 

 Jasa Konstruksi merupakan salah satu sektor strategis dalam mendukung 

tercapainya pembangunan nasional. Posisi strategis jasa konstruksi dapat dilihat 

dari adanya keterkaitan dengan sektor lain. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 

tentang Jasa Konstruksi merupakan salah satu pembaharuan hukum di bidang jasa 

konstruksi dewasa ini. Sejumlah dinamika yang terjadi dalam kegiatan konstruksi 

membutuhkan upaya penataan dan penguatan kembali pengaturan kelembagaan 

dan pengelolaan sektor jasa konstruksi. Hubungan antara Penggun Jasa dan 

Penyedia Jasa yang dituangkan dalam Kontrak Jasa Konstruksi merupakan 

perwujudan dari perjanjian timbal balik. Dimana Pengguna Jasa dan Penyedia 

Jasa terdapat hak dan kewajiban terhadap pihak lainnya. Dalam pelaksanaan 

pekerjaan konstruksi, Penyedia Jasa memberikan jaminan kepada Pengguna Jasa 

bahwa Penyedia Jasa akan melaksanakan kewajiban sebagaimana yang disepakati 

dalam Kontrak Kerja Konstruksi antara lain berupa Jaminan Pelaksanaan dan 

Jaminan Pemeliharaan. Meskipun dalam pelaksanaan kontrak jasa konstruksi 

pihak Pengguna Jasa telah mendapat jaminan, namun kenyataannya terdapat 

kemungkinan pihak Penyedia Jasa tidak dapat melaksanakan kewajiban 

sebagaimana disepakati dalam kontrak jasa konstruksi seperti apabila Penyedia 

Jasa mengalami kepailitan berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga. Hal ini tentu 

dapat merugikan pihak Pengguna Jasa apabila Penyedia Jasa tidak dapat 

melanjutkan pekerjaan konstruksi hingga selesai. Akibat hukum dari putusan 

pailit tersebut mengakibatkan Penyedia Jasa kehilangan hak menguasai dan 

mengurus harta kekayaannya, sehingga pihak yang berwenang atas harta pailit 

tersebut adalah Kurator. Upaya hukum bagi Pengguna Jasa yang merasa dirugikan 

akibat pailitnya pihak Penyedia Jasa diatur dalam Pasal 36 Undang-undang 

Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran 

Utang. Pengguna Jasa berhak meminta kepada Kurator untuk memberikan 

kepastian terkait kelanjutan pelaksanaan perjanjian dengan pihak Penyedia Jasa 

yang belum selesai. Kurator berhak menyanggupi untuk melanjutkan perjanjian 

tersebut ataupun menolaknya, apabila Kurator menolak untuk melanjutkan 

perjanjian maka perjanjian berakhir dan pihak Pengguna Jasa dapat menuntut 

ganti rugi dan akan diperlakukan sebagai Kreditor Konkuren. Namun apabila 

Kurator menyanggupi untuk melanjutkan perjanjian tersebut maka Kurator wajib 

memberikan jaminan atas kesanggupan untuk melaksanakan perjanjian tersebut. 
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